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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni peneliti
berusaha menjelaskan fakta di lapangan secara sistematis. Dengan harapan dapat
menjawab pertanyaan: Bagaimanakah implementasi SE Dirjen Bimas Islam DJ.
II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA Sidoarjo? Bagaimanakah analisis
Hukum Islam terhadap implementasi SE. Dirjen Bimas Islam
DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA Sidoarjo?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dengan Kepala KUA di
Sidoarjo Kec. Waru, Gedangan, Buduran dan Sidoarjo, selanjutnya dianalisis dengan
metode verifikatif dan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan, perfama, Implementasi SE Dirjen Bimas
Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA Sidoarjo pada Kec. Waru,
Gedangan, Buduran dan sidoarjo disambut dengan baik oleh KUA Sidoarjo, dan
menganggap bahwa dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI ini, memiliki tujuan
yang baik dan benar yakni demi meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan
dalam rumah tangga yang semakin meningkat di masyarakat kita sechingga tidak ada
alasan untuk tidak merealisasikannya.

Kedua, Islam merupakan agama Rahmatan lil ‘alamin, dan islam sendiri juga
membenci suatu perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat
dipastikan bahwa munculnya SE. Dirjen Bimas Islam DJ.II/PW.01/1997/2009 itu
tidak menjadi persoalan dalam Islam karena sejauh penulis ketahui kebijakan
tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam,
demi terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena dengan
mengetahui hak-hak dan kewajiban suami istri dengan baik dan benar akan dapat
lebih memahami antar mempelai, sehingga perselisihan yang berujung pada
perceraian dapat dihindari.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi Kementrian
Agama RI agar lebih intens lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat muslim
melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam, kemudian dilanjutkan kepada kepala bidang
(Kabid) Urusan Agama Islam Kanwil Jatim kemudian dilanjutkan ke wilayah
kabupaten yang diedarkan ke KUA wilayah Kecamatan, khususnya yang terkait
dengan persyaratan dalam perkawinan yakni tentang Kursus Calon Pengantin,
schingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi dan akhirmya kebijakan
tersebut dapat dijalankan dengan baik.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia pada dua jenis, yaitu laki-laki dan
perempuan.! Kedua jenis kelamin ini masing-masing diberi karunia saling
mencintai’ dan mempunyai hasrat (syahwat) kepada lawan jenisnya. Untuk
memenuhi fitrah manusia itu, Allah mengaturnya dalam ketentuan tentang
perkawinan.

Perkawinan amatlah penting dalam kehidupan manusia, pérseorangan
maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki
dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia
sebagai mahluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dalam
suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh
karena itu pada dasarnya Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti
dan terperinci, untuk membawa umat manusia dalam hidup berkehormatan,
sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang
lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan di tentukan agar di dasarkan

atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Kholiq (Tuhan Maha Pencipta)

' Al-Hujurat (49): 13.
2 Ali Imran (3): 14.



dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.’
Tujuan dan fungsi perkawinan secara garis besar dinyatakan oleh Allah adalah
untuk mendapatkan mawaddah warohmah (cinta kasih sayang), serta ketenangan
lahir dan batin di kalangan manusia.

Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan
mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensi tertentu menurut yang
ditetapkan oleh hukum. Untuk mengetahui sampai dimana akibat-akibat hukum
dari terjadinya suatu akad perkawinan, perlu diketahui status hukum akad
perkawinan yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya
rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.
Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya.” Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila
dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Akad perkawinan di pandang sah
apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat sehingga akad itu diakui oleh
syara’.6

Perkawinan amat penting di dalam kehidupan manusia, baik bagi para

individu maupun masyarakat. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-

" Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet.9 (Yongyakarta:UII Press, 1999),

4 Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di
Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: Bina Cipta, 1978), him. 48.

5 Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

$ Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawina dan Undang-undang Perkawinan islam di
Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: Bina Cipta, 1978), him. 24.



laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia
sebagai makhluk yang paling mulia. Di dalam ikatan perkawinan ini pula akan
terbina rasa kasih dan sayang antara suami istri.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tentunya setiap
orang melakukan perkawinan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh
keturunan, hidup bahagia dan kekal dalam keluarga yang mereka bentuk. Karena
pada hakekatnya, manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup dengan
sesamanya (zoon politicon).® Kemudian akibat interaksi yang terjadi secara
intensif antara sesama manusia itu, maka muncullah peristiwa-peristiwa
kemasyarakatan atau peristiwa hukum dan perkawinan merupakan salah satu
peristiwa hukum yaitu suatu peristiwa yang berhubungan dengan pribadi.

Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak
keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, hukum dan sosial.’ Di
samping itu, perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itulah perkawinan
yang sarat nilai dan bertujuan mulia tentu harus diatur dengan syarat dan rukun

tertentu agar tujuan disyari’atkan perkawinan tercapai.'®

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), .

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1988), him. 83.

% Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam., cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),him. 6-7.
' Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),, him. 70.
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mempelai adalah orang-orang yang sejodoh, sehingga ada keharmonisan dan
perkawinan dapat mencapai tujuannya.'

Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya
masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah di
upayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No.477 Tahun
2004, Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan
setiap calon pengantin (catin) harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang
arti sebuah rumah tangga meiaiui Kursus Caion Pengantin atau disingkat
SUSCATIN.

Untuk itulah muncul kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kantor
Wilayah Kementrian Agama, dalam hal ini Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
yang menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam, kemudian dilanjutkan kepada
kepala bidang (Kabid) Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Jatim,
yang telah diedarkan ke KUA Wilayah Kecamatan, terkait dengan persyaratan
dalam perkawinan yakni tentang Kursus Calon Pengantin. Kebijakan tersebut
diterbitkan dalam (SE Dirjen Bimas Islam) DJ. II/PW.01/1997/2009 tertanggal
11 Desember 2009.

Kebijakan tentang kursus calon pengantin tersebut diterbitkan dalam
rangka untuk merespons semakin tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di

Indonesia. Karena Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya.

1 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hnknm Islam tentang Perkawinan, cet. ke-3 (Jakarta: Rulan
Bintang, 1993), him. 37.



Bahkan Rasulullah pernah menyatakan “isteri-isteri yang meminta cerai kepada
suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia tidak akan mencium bau
surga’.

Dengan mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) diharapkan
pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan, dapat
mengerti dan memahami tentang hak dan kewajiban, serta tanggung jawab
masing-masing dalam menjalani kehidupan berumah tangga, schingga tidak
tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk melakukan perceraian ataupun
kekerasan dalam rumah tangganya.

Schingga dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat
meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam
rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan
pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga sehingga nantinya
diharapkan suami istri dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah,
mawaddah warahmabh.

Materi-materi yang diberikan dalam suscatin, merupakan materi-materi
dasar tentang pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga. Materi
yang diberikan sangatlah penting bagi calon suami-istri untuk menjalani rumah
tangga yang bahagia sampai tva. Calon pengantin yang ikut suscatin dan
dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan sertifikat yang selanjutnya akan

dijadikan sebagai syarat mutlak dalam perkawinan.



Sehingga dengan demikian calon pasangan pengantin dapat mengerti dan
memahami tentang ketentuan-ketentuan yang harus dijalani dalam kehidupan
berumah tangga yang nantinya secara otomatis tingkat Perceraian dan KDRT
dapat terkurangi dengan sendirinya.

Terkait dengan rencana untuk menjadikan sertifikat suscatin sebagai
syarat mutlak dalam perkawinan, maka semua calon pengantin harus
mengikutinya, sementara itu dewasa ini banyak juga terjadi pernikahan yang
dilakukan karena kondisi khusus seperti hamil di luar nikah, perikahan yang
dipercepat karena orang tua keburu meninggal atau calon pengantin yang sibuk
bekerja di luar kota, tentulah akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kursus
calon pengantin.

Secara materiil, diterbitkannya Surat Edaran tersebut merupakan suatu
kebijakan yang positif, akan tetapi menjadikan sertifikat suscatin sebagai syarat
mutlak dalam perkawinan, dirasa sedikit memberatkan calon pengantin yang
mengalami kasus khusus seperti tersebut di atas. Disamping itu apakah memang
benar bahwa dengan adanya kewajiban mengikuti suscatin tersebut, nantinya
akan dapat mengurangi tingkat perceraian dan KDRT dalam rumah tangga.

Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara serius
kebijakan tersebut dengan membahas lebih lanjut melalui penelitian tentang
pendapat atau pandangan Kepala KUA SIDOARJO (Kec. Waru, Gedangan,

Buduran, dan Sidoarjo) tentang diterbitkannya SE.Dirjen Bimas Islam DJ.



B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah implementasi SE Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009
tentang Suscatin di KUA Sidoarjo?
2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap implementasi SE. Dirjen Bimas

Islam DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA Sidoarjo?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk
mendapatkan gambaran umum hubungan topik yang akan diteliti dengan
melakukan pencarian data yang berhubungan dengan Kursus Calon Pengantin
(SUSCATIN).

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi
SE.Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA
Sidoarjo” sejauh yang penulis ketahui belum pernah ada yang meneliti, karena
setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis tidak menemukan Karya
Ilmiah dengan judul seperti tersebut di atas, sehingga penulis merasa memiliki
tanggung jawab untuk mengkaji persoalan yang terdapat di dalam Surat Edaran

itu yang dirasa penting untuk menambah wawasan ke-Ilmuan umat Islam.



D. Tujuan Penelitian

1.

Tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk dapat menjelaskan Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi
SE.Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA
Sidoarjo yang terdiri dari Kec. Waru, Gedangan, Buduran, dan Sidoarjo,
sebagai upaya dalam mengurangi tingkat perceraian, KDRT, dan yang terkait

dampak ditimbulkannya oleh adanya kebijakan tersebut.

. Untuk dapat menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap implementasi SE.

Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA
Sidoarjo yang terdiri dari Kec. Waru, Gedangan, Buduran, dan Sidoarjo

sebagai upaya dalam mengurangi tingkat perceraian dan KDRT.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:
Dalam aspek keilmuan (teoritis), yakni menambah wawasan pengetahuan
bagi peneliti secara pribadi dan juga menjadi wacana pemikiran yang
nantinya dapat dijadikan acuan bagi calon pengantin. Lebih lanjut penelitian
ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang
diadakannya kursus calon pengantin (SUSCATIN).
Dalam aspek terapan, yakni sebagai media sosialisasi tentang adanya proses

pernikahan yang akan dilakukan bagi calon pengantin agar memiliki



10

pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan

berumah tangga.

F. Definisi Operasional
Untuk mengetahui makna sebenarnya dari judul diatas, maka ada baiknya
kalau saya mencoba untuk mengetahui definisi operasionalnya terlebih dahulu.
Adapun definisi operasionalnya yang perlu dijelaskan adalah:
Analisis Hukum Islam : Penelaahan dan  penguraian data  hingga
menghasilkan kesimpulan peraturan dan ketentuan

yg berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-

Quran dan Hadis
Implementasi : Pelaksanaan atau penerapan
Suscatin : Suatu pengetahuan atau keterampilan yg diberikan

dalam waktu singkat kepada orang yang akan
melaksanakan sebuah perkawinan

KUA Sidoarjo : Perwakilan suatu departemen kementrian agama
yang ada pada tingkat kecamatan di sidoarjo 13

Dari definisi operasional tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa “Analisis
Hukum Islam terhadap Implementasi SE.Dirjen
Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang

Suscatin di KUA Sidoarjo merupakan pendapat

1> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, 2008.
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kepala KUA dalam mensikapi Surat Edaran yang
diterbitkan oleh Depag dalam Surat Keputusan
Dirjen Bimas Islam yang berisi tentang kursus calon
pengantin sebagai upaya dalam mengurangi tingkat

perceraian dan KDRT.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Data Yang Terhimpun
Karena penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana
pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti lebih diutamakan
yang kemudian dianalisa dengan memakai metode verifikatif sehingga
menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada maka keberadaan data
merupakan hal yang pokok dan tidak bisa dikesampingkan untuk menunjang
karya ilmiah ini.
Adapun data yang dihimpun adalah sebagai berikut:
a. Surat Edaran yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama dalam hal
ini Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, tentang peraturan Dirjen pada
kursus calon pengantin nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10

Desember.
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b. Pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) bagi calon pengantin
pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Sidoarjo.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data
akan digali. Peneliti menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data
primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan
untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan
dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mencari sumber data secara
langsung di Bimas Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Jatim, Kepala
Kantor Urusan Agama Sidarjo (Kec. Waru, Gedangan, Buduran, Sidoarjo).
Adapun data sekunder adalah data yang bersifat menunjang untuk
melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data
primer. Data sekunder tersebut diperoleh dari artikel, literatur, dan pendapat
sarjana hukum yang berkaitan dengan masalah di atas.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti
untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti
meenggunakan cara wawancara dan juga kajian pustaka, dengan mengkaji

segala literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti.
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Untuk wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung
dengan Bimas Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Jatim dan Kepala
KUA Sidoarjo (Kec. Waru, Gedangan, Buduran, Sidoarjo).

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa metode,
yaitu:

a. Metode Deskriptif-Analitis yaitu melukiskan fakta-fakta secara
sistematis kemudian dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut.
Dengan metode ini, peneliti berusaha memaparkan fakta-fakta yang
berkaitan dengan pandangan Kepala KUA di Sidoarjo (Kec. Wary,
Gedangan, Buduran, Sidoarjo) tentang kursus calon pengantin kemudian
menganalisis fakta yang ada sehingga dapat ditemukan cara
pengurangan terhadap perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Metode verifikatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan
tujuan untuk menguji kebenaran suatu hukum. Dengan metode ini,
peneliti berusaha membuktikan adanya kursus bagi calon pengantin yang
dilakukan di KUA Sidoarjo kemudian mengkomparasikan fakta dengan
sistem hukum yang ada. Sehingga dapat ditemukan kesesuaian dan
kebenarannya untuk mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam

rumah tangga.
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H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab,
yaitu:

Bab I merupakan pembahasan awal yang memaparkan secara global
tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal
untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini meliputi: latar
belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori tentang dasar-dasar umum pernikahan
menurut hukum islam. Dasar-dasar umum tersebut meliputi: pengertian dan asas
pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan serta hikmah
pernikahan, Perkara-perkara dalam kehidupan berumah tangga.

Bab III merupakan pemaparan fakta di lapangan yang meliputi: Deskripsi
tentang wilayah KUA Sidoarjo pada Kec. Waru, Gedangan, Buduran, Sidoarjo,
mekanisme tentang kursus calon pengantin di KUA Sidoarjo Kec. Waru,
Gedangan, Buduran, Sidoarjo yang meliputi: prosesi kursus bagi calon pengantin.

Bab IV analisis hukum islam terhadap implementasi SE.Dirjen Bimas
Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin di KUA Sidoarjo pada Kec.
Waru, Gedangan, Buduran, Sidoarjo sebagai upaya dalam mengurangi tingkat
perceraian dan KDRT. Dalam bab ini akan dijelaskan sistem kursus bagi calon

pengantin dan hukumnya.
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Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban

dari rumusan masalah dan juga berisi saran.



BAB II

DASAR-DASAR UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN
PROBLEMATIKA DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian dan Asas Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan mempunyai duva makna, yaitu makna

hagiqgi (sebenarnya) dan makna majaz (kiasan). Arti yang sebenarnya (haqigi)

dari nikah adalah x«d-y o2} yang berarti terhimpit dan berkumpul.

Sedangkan arti kiasan ialah 1 4} yang berarti setubuh atau 42« yang berarti

mengadakan perjanjian pernikahan.'
Secara terminologi terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan
para pakar tentang definisi nikah, di antaranya adalah:
a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian suci untuk
membentuk keluarga antara orang laki-laki dengan seorang perempuan.’
b. Menurut Soemiyati, Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian
untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar

! Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan
Binlang, 1993), him. 1.
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul press. 1986), h. 47

16
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sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan
kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan
ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.?

c. Menurut Saleh al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian
hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar
masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta’) dan untuk
membentuk keluaga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.*

d. Menurut Sudarsono, penikahan ditinjau dari segi hukum adalah suatu
akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab
sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan
tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan
saling menyantuni.’

€. Menurut L. M. Syarifie, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan
persetubuhan antara wanita dan laki-laki, disertai dengan kalimat-kalimat

yang ditentukan, dengan pernikahan tersebut maka disepakatilah hak dan

kewajiban keduanya, sesuai dengan ajaran Islam.%

3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. | Tahun 1974, h.

* M. Sholeh Al-Utsaimin, Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga, h. 1
* Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta : PT RenikoCipta,1992) h. 188
¢ L. M. Syarifie, Membina Cinta Menuju Perkawinan, (Gresik : putra pelajar, 1999) h. 9
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f. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu
akad yang sangat kuat atau mi$agan galizan untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.’

g. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi perkawinan
tersebut, namun dari semua rumusan ditemukan ada satu unsur yang sama,
yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian atau perikatan (akad suci)
antara seorang laki-laki dan secorang wanita untuk membentuk keluarga.

Dalam al-Qur’an dinyatakan:
(0 by Usild G 288 B3l s ) oSl il 26, ik
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami
isteri, dan mereka (1sten-lstenmu) telab mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat”, (Q.S. An-Nisa’: 21).°

Hubungan antara wanita dengan pria itu diikat melalui suatu lembaga

resmi yang sah dan dikuatkan oleh al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 21, yaitu

? Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia(Jakarta: Wacana Intelektual,

2009) h. 18

120

8 Undang-UndangPerkamnand1111dones13, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), h. 8
® Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya, Mekar Surabaya 2002) h.
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suatu perjanjian yang kuat dan kokoh. Lewat perkawinan itu diharapkan

terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi di
antaranya:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai suatu akad yang berguna
untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Maksudnya seorang laki-laki
dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk
mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

2. Ulama Syafi’iyah menyatakan pernikahan adalah suatu akad dengan

menggunakan lafad nikah atau zauj (z 55) yang menyimpan arti memiliki

wati. Maksudnya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat
mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang
mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak
mewajibkan adanya harga.

4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan

menggunakan lafad nikah (CL§J) atau tajwiz (= ;7) untuk mendapatkan

kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.'

1 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, figih Munakafiat 1, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999)
h.10
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5. Abu Yahya Zakariyah al Anshary mengatakan nikah menurut istilah
syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan
hubungan seksual dengan lafad nikah atau dengan kata-kata yang semakna
dengannya.

6. Zakiah Darajat dalam kutipannya mengatakan akad yang mengandung
ketentuan hukum kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafad
nikah atau tajwiz atau semakna dengan keduanya.

7. Muhammad Abu Israh menyatakan akad yang memberikan faedah hukum
kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan
wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi
pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."'

Dari semua pengertian di atas, ada satu titik temu yaitu adanya
kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang semula dilarang menjadi boleh dan sama sekali tidak
terkandung tujuan serta akibat hukumnya, padahal setiap perbuatan hukum
itu mempunyai tujuan serta akibat. Sehingga ketika kita memaknai
pernikahan hanya sebagai upaya kebolehan melakukan hubungan yang
sebelumnya dilarang maka tidak menutup kemungkinan dikemudian hari kita
akan menemui perceraian, percekcokan karena kurang adanya keseimbangan

antara suami-istri, schingga memerlukan adanya penegasan arti pengertian,

'"H. Abd. Rahman Ghazaly, figih munakahat (Jakarta, Prenada Media. 2003), h.9
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bukan hanya dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi
tujuan dan akibat hukumnya. Sehingga peneliti sendiri lebih setuju memakai
pendapatnya Muhammad Abu Israh.

. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'?
Demikian menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi
menurut UU ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang
pria dan seorang wanita. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang
terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja (homoseksual) ataupun dua
orang wanita saja (lesbian).

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.'?

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya
undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-
prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini

menjadi pegangan dan telah berlaku berbagai golongan dalam masyarakat.

12 YU Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), h. 8
" Ibid h. 8
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Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai
golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum
agama yang telah diresipilir dalam hukum adat.

b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.

c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku
Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesian.

d. Bagi orang timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina
berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan
sedikit perubahan.

¢. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga Negara Indonesia
keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.

f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa
dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab undang-undang hukum
perdata.

Undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-
unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu dari yang
bersangkutan. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-
asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan

Zaman.
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B. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya jumhur fugaha berpendapat bahwa hukum pernikahan
adalah sunnah tetapi ada juga yang berpendapat wajib, Sementara ulama
Malikiyyah berpendapat bahwa pernikahan itu bisa wajib, sunnah bahkan mubah.
Hal ini didasarkan pada kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah-nya mangatakan, sesuai keadaan orang
yang melakukan pernikahan bahkan bisa berlaku lima hukum yakni wajib,
sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Sunnah, bagi orang yang berkehendak
serta mampu dalam hal materi. Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah
dan dia takut akan tergoda pada perzinahan. Makruh bagi orang yang tidak
mampu memberi nafkah, dan haram bagi orang yang berniat akan menyakiti
wanita yang akan dinikahinya. Ulama syafi’iyah sendiri mengatakan bahwa
hukum pernikahan yang asal adalah mubah, disamping itu ada yang wajib,
sunnah, makruh, dan juga haram."*

Perbedaan serta banyaknya hukum pernikahan ini tidak terlepas dari

adanya banyak penafsiran pada ayat 3 surat an Nisa:
(7 bl L E LY 86 E LD e n ST Dl G 1 ST

Artinya: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua tiga atav empat
(QS. An Nisa’: 3)"®

Dan juga Hadist:

"* Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, (Bandung, PT. Ma’arif, 1997) h. 22-25
' Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, (Surabaya, Mekar Surabaya 2002), h. 115
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S B S S A ) ol d e i 00 06 06 L oy e

(2> o95) (S 2K

Artinya: “Dari Ma’qil bin Yasar, Rasulullah bersabda: Nikahilah wanita-wanita

yang mempunyai sifat kasihh sayang dan subur, sesungguhnya aku
menginginkan sebanyak-banyak kaum. (HR. Daud)'®

Bagi orang-orang yang mempunyai kemauan dan juga kemampuan untuk

nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perzinahan seandainya tidak nikah

maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah wajib. Hal ini didasarkan

pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak

melakukan perbuatan yang dilarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan

melakukan pernikahan sedang penjagaan diri itu wajib maka hukum melakukan

pernikahan itu menjadi wajib sesuai dengan kaidah:
. PR 4 2 s A Y
oty Ged e W Ll g Y G

Artinya: Sesuvatu yang wajib tidak sempurna tanpanya, maka sesuatu itu
hukumnya wajib juga.’

Kaidah lainnya mengatakan:

Artinya: Sarana itu hukumnya sama seperti hukum yang dituju.’®
Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk
melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan

berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah

'® Imam Abu Daud, Sunan Kubro, h. 86
:: H. Rahmat Syafe'l, /lmu Ushul Figih, h. 147
Ibid.
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sunnah. Alasannya adalah adanya anjuran seperti dalam Al Quran surat An Nur
ayat 32 dan juga beberapa hadis yang ada. Baik Al Quran dan Hadis tersebut
berbentuk perintah tetapi berdasarkan garinah yang ada, perintah Al Quran
maupun Hadis tidak menunjukkan hukum wajib tetapi hanya sunnah saja.
Sementara bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak
mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melakukan kewajiban-
kewajiban dalam rumah tangga schingga dikhawatirkan apabila melakukan
pernikahan maka dirinya dan juga keluarganya akan terlantar, maka hukumnya
haram, termasuk juga bila seseorang melakukan pernikahan dengan maksud
untuk menelantarkan orang lain. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 195 melarang

orang melakukan perbuatan yang mendatangkan kerusakan:
(ao el . S sl A Y

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatubkan dirimu sendiri dalam kebinasaan
(0S. Al Bagarah: 195)"”

Pernikahan yang hukumnya makruh berlaku bagi orang yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan
untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk melakukan
perzinaan sekiranya dia tidak nikah. Tetapi dia tidak mempunyai keinginan yang

kuat untuk memenuhi kewajiban suami-istri dengan baik.

' Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemah, h. 97
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Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan
bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga
sejahtera. Hukum mubah ini juga berlaku bagi mereka yang tingkat pendorong
dan penghambat untuk nikah itu sama, schingga menimbulkan keraguan orang
yang akan melangsungkan pernikahan seperti mempunyai keinginan tetapi belum
mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai

kemauan yang kuat.

. Rukun dan Syarat Perkawinan
Imam Malik mengatakan rukun nikah ada lima yakni calon pengantin laki-
laki, calon pengantin wanita, wali dari pengantin wanita, ijab-qabul dan mahar.
sementara ulama hanafiyah mengatakan rukun nikah hanya ijab dan qabul saja
yakni akad yang dilakukan wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.?°
Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:?’
1. Sighat akad nikah
Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan kepada calon pengantin
laki-laki.

Jumhur ulama sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan

menggunakan redaksi < ; (aku kawinkan) atau Sl (aku nikahkan) dari

wali calon pengantin peempuan atau orang yang mewakilinya.

* H. Abd Rahman Ghazaly, figh Munakahat, h. 46
2 Ibid, 48
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Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang

tidak menggunakan redaksi fi’Z/ mazi (yang menunjukkan telah), atau

menggunakan lafad yang bukan bentukan dari akar kata C\.{Ji dan 43,

seperti kata akar A7bah (pemberian), C-"'“ (penjualan), dan yang sejenisnya.

Madhab Hanafi berpendapat bahwa akad nikah dilakukan dengan
segala redaksi yang menunjukkan arti menikah, bahkan sekalipun dengan
lafad attamlik (pemilikan), aFhibah (penyerahan), atbay’ (penjualan), al
atha’ (pemberian), alibaha (pembolehan), dan aFihlal (penghalalan),
sepanjang disertai dengan qarinah yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi
akad tidak sah jika dilakukan dengan lafad atjjarah (upah) akariyah
(pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak vmemberi arti kontinuitas atau
kesinambungan, pendapat tersebut sejalan dengan hadis:
Q‘&J&iﬂ&}&iﬁt&;ﬁl?}}é}lgf}\b;& J6 Soalh 0 o Jot 0
5 b ot 0 0 st 1y oy o Bl 2l e 32
o e Ve 1) 308 4y U 6 € 503 L B3 o 1 I G55 5 G

(s o1y OT3l w Sae s, LgSle 2 1 s 1is :JG §eT 3
Artinya: “Dari Sahl bin Said as Saidi berkata: Seorang wanita datang kepada

Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasulullah, saya datang untuk
menyerahkan diri kepada tuan.” Nabi mengangguk-anggukkan

kepala tanpa menjawab, Lalu seorang yang hadir disitu berkata,”

Kalau tuan tidak memerlukannya maka nikahkanlah saya dengan
dia.” Nabi lalu bertanya pada laki-laki itu, “Apakah engkau punya
sesuatu (untuk mas kawinnya)?” laki-laki itu menjawab, “Tidak,

N B tw g

.
e

e

CTVCRA 0 r
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demi Allah” Nabi bertanya pula, “Adakah sebagian dari Al Qur’an
yang engkau hafal?” Orang itu menjawab, “Ada” Kemudian Nabi
berkata kepadanya, “Aku jadikan dia sebagai milikmu dengan (mas
kawin) bacaan Al Qur’an yang ada padamu. (HR. Muslim)22

Madhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap
sah jika menggunakan lafad nikah atau azzawaj serta lafad-lafad dari
bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafad-lafad athibah, dengan syarat
harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas maka
dianggap tidak sah.

Untuk dasar pembolehan pemakaian kata al-hibah adalah surat al
Ahzab ayat 50:

(0 ) G2 Of L0 5050 0y 0 i ) oy i
Arinya: “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya pada nabi kalau
nabi mau mengawininya. (QS. Al Ahzab: 50)%

Sementara madhzab Syafi’i berpendapat bahwa redaksi akad harus
merupakan kata bentukan dari lafad af-tazwij dan an-nikah saja, selain itu
tidak sah.

2. Adanya calon istri dan suami yang akan melangsungkan pernikahan
Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan

tidak boleh selain itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Selain

itu, ada batasan usia, walaupun dalam Al Qur’an atau Hadis tidak dijelaskan

22 Imam Muslim, Shahih Muslim, h. 181
z Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, h. 676
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secara rinci. Namun ada ayat al Qur’an atau hadis Nabi yang secara tidak
langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.
Firman Allah SWT. Dalam surat an Nisa’ ayat 6:

£ &AL 3y B e S5
Artinya: Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin**
Dari ayat ini dapat dipahami bahwa nikah itu mempunyai batasan umur
dan batasan umur di situ adalah balig. Adapun hadis Nabi yang
menjelaskannya adalah:
e Gy e A Lo 0,05 06 06 b 2 15 g o A5 2
° o s 0f 0 ,o e’_’ 4. 0 & rrod_’, Jfo zz)::’zoa’o/’m ® - A
tai o) oy A el ﬂ—Uuﬂ‘f D Z57B s (S8 il (3 2
(e o) o 4 55 gl i
Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah berkata: Rasulullah
bersabda kepada kami: wahai para pemuda, siapa diantara kamu
telah mempunyai kemampuan dalam persiapan pernikahan, maka
kawinlah. Karena menikah itu menjaga mata dan kemaluan. Barang
siapa belum mampu melakukan nikah maka baginya puasa, karena
puasa adalah tameng baginya.(HR. Muslim)”
Batasan umur dari hadis di atas adalah kemampuan untuk persiapan
kawin. Persiapan dan kemampuan untuk nikah dapat terjadi bagi mercka

yang sudah dewasa. Dalam hadis lain diceritakan, bahwa Nabi menukahi

A’isyah pada saat usia 6 tahun dan menggaulinya secara sah setelah berumur

2 Ibid h. 116
% Imam Muslim, Shahih Muslim, h. 584



30

9 tahun. Sehingga umur 9 tahun bisa dianggap ukuran dewasa bagi seorang
wanita, syarat bagi calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut:

Islam

Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki

Orangnya diketahui dan tertentu

Calon mempelai laki-laki itu jelas halal bagi calon istri

Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon mempelai wanita serta

tahu betul calin istrinya itu halal baginya

f. Calon mempelai laki-laki rela (tidak dipaksa) untuk melakukan
pernikahan itu

g. Tidak sedang melakukan ihram

h. Tidak mempunyai istri yang halal dimadu dengan calon istri

Tidak mempunyai istri empat

o a0 o p

Sementara untuk calon mempelai perempuan adalah:
Beragama Islam atau ahli kitab

Terang bahwa ia wanita

Wanita itu tentu orangnya

Halal bagi calon suami

Tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah.?

o po o

. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang bertindak atas
nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang
wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan karena tanpanya suatu
akad tidak sah, hal ini berlaku untuk semua wanita, baik yang perawan atau

janda, yang dewasa maupun masih kecil.

2 H. Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, h. 50
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Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya

yang akan menikahkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi:

o

GG g3t ik o i Gl () ol B0 (0 B 03 06 L6 e 2

(s 19)) :}l’b LG-"'&‘

Artinya: Barang siapa diantara perempuan menikah tanpa seizin walinya
maka pernikahannya batal. (HR. Daud)”’

Sayyid Sabiq dalam kitabnya, Fikih Sunnah menjelaskan bahwa
seorang wali harus memenuhi persyaratan yaitu Islam, merdeka, berakal
sehat dan dewasa.?®

Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang wali tidak diisyaratkan adil
sehingga orang yang durhaka tidak akan kehilangan hak untuk bisa menjadi
wali kecuali kedurhakaannya tersebut melapaui batas.

Sementara Abd. Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa seorang wali
diisyaratkan seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak
fasik).”’ jadi seorang wanita tidak bisa menjadi wali, baik untuk dirinya
sendiri maupun untuk orang lain. Jumhur ulama membagi wali menjadi dua
bagian, yaitu:

a. Wali dekat atau wali garib yaitu bapak dan kakek. Keduanya mempunyai
kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan

dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia

%7 Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, h. 95
2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah7, h.7
* H. Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, h. 59
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muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam
kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan meminta
persetujuan anaknya yang masih usia muda dikarenakan orang yang
masih muda belum mempunyai kecakapan untuk memberikan
persetujuan.

b. Wali jauh atau wali ab’ad. Yang menjadi wali jauh ini secara berurutan
adalah:

1) Saudara laki-laki kandung.

2) Saudara laki-laki sebapak.

3) Anak saudara laki-laki kandung.

4) Anak saudara laki-laki sebapak.

5) Paman kandung.

6) Paman seayah.

7) Anak paman kandung.

8) Anak paman sebapak.

9) Ahli waris atau kerabat lainnya kalau memang masih ada.
10) Sultan atau wali hakim.*

. Adanya dua orang saksi
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi menyaksikan
akad nikah tersebut, akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi
supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan
dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Hal ini berdasarkan sabda

nabi:

- - -

Ji 3t }A,, N ’c&{;f 6 oy ol 3 Lo gl of o u,;u;

30 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, h. 92
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Artinya: “Dari Abu Musa, sesungguhnya rasulullah bersabda: nikah itu tidak
sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR.
Ahmad)’!

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki,
muslim, baligh, berakal, melihat, mendengar, serta mengerti (paham) akan
maksud akad nikah.

Sementara golongan Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa saksi
boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut hanafi,
dua orang buta atau dua orang fasik boleh menjadi saksi. Tetapi ada juga
yang berpendapat bahwa saksi haruslah berakal (bukan orang gila), baligh
(bukan anak-anak), merdeka (bukan budak), Islam, harus mendengar."’2

Sedangkan syarat-syarat perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang
intinya adalah:*

a. Bahwa mereka yang melangsungkan perkawinan harus ada persetujuan

kedua calon mempelai. Persetujuan atau sukarela kedua belah pihak
untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang penting

sekali untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera,

sesuai dengan tujuan perkawinan (Pasal 6 Ayat 1).

3! Abu Daud, Sunan Abi Daud, h. 95
2 H. Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, h. 64
3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, h. 67
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Akan tetapi apabila ketentuan tersebut dihubungkan pada Pasal 6

Ayat (6), maka ketentuan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ayat (1) sampai Ayat (5).

Pasal 6 ini hanya berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Bagi yang beragama Islam, ketentuan perkawinan dalam Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak berlaku bagi mereka, karena

agama Islam memiliki aturan sendiri dalam hal perwalian.**

d. Apabila salah seorang dari kedua orang tuanya di dalam keadaan tidak
mampu menyatakan kehendak karena disebabkan:

1) Karena dibawa curatele

2) Sakit ingatan (gila)

3) Tempat tinggalnya tidak ditemukan, maka izin cukup diberikan oleh
salah satu pihak saja yang mampu menyatakan kehendaknya,
demikian menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (3).

€. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya tidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi izin
adalah:

1) Wali yang memelihara calon mempelai

34 Ibid h. 68
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2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan
lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya (Pasal 6 Ayat 4).

Jika ada perbedaan pendapat antara mereka yang disebutkan dalam ayat

(2), (3) dan (40 ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak

ada yang menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum

tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak
memberi izin, dan izin dari pengadilan ini diberikan atas permintaan:

1) Pihak yang hendak melaksanakan perkawinan

2) Setelah lebih dahulu pengadilan mendengar sendiri orang yang
disebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal 6.

. Usia untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya adalah

19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri (Pasal 7 Ayat 1).

Ketentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah
penting, sebab perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian perikatan
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.

Namun demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan
yang menyimpang dari ketentuan tersebut asal ada dispensasi dari
pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah

pihak, demikian ketentuan Pasal 7 Ayat (2). Sedangkan menurut hukum
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Islam batas usia pernikahan tidak disebut secara eksplisit, hanya
disebutkan secara global baik pria maupun wanita harus sudah baligh
(dewasa) dan mempunyai kecakapan yang sempurna, dalam arti mereka
harus sudah cakap.*®

Ukuran baligh menurut ulama Syafi’i dan Hanabilah itu mulai umur
15 tahun. Walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-
tanda seperti menstruasi, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, atau
tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan, karena tanda-tanda itu
datangnya tidak sama untuk semua orang, maka ditentukan dengan umur.

Menurut Abu Hanifah pendapat bahwa kedewasaan itu datangnya
mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan
imam Malik menetapkan 18 tahun baik laki-laki maupun wanita. Mereka
beralasan dengan ketentuan dewasa menurut syara’ ialah mimpi >

Melihat ketentuan tersebut maka dapat ditarik pengertian bahwa
untuk dapat melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita harus
sudah dewasa dalam artian biologis dan kejiwaan. Meskipun dalam
hukum Islam tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai batas usia
pernikahan bukan berarti hukum Islam membolehkan pernikahan dalam
usia muda. Di samping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan yaitu

untuk membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal, maka

% Ibid, h. 71
*T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam, h. 83-84
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hal ini tidak mungkin dicapai apabila pihak-pihak yang bersangkutan
belum dewasa atau belum cukup usianya dan matang jiwanya.

Dalam pelaksanaan perkawinan harus dilangsungkan menurut tata
cara perkawinan yang sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah,

Talak, dan Rujuk.

D. Problematika dalam Rumah Tangga

Dalam mengarungi sebuah rumah tangga tidak akan terlepas dari
persoalan-persoalan yang rumit dan akan dialami oleh setiap manusia, persoalan
yang sering terjadi dalam rumah tangga diantaranya: Cemburu yang berlebihan,
Ekonomi yang tidak stabil, Perselingkuhan, Krisis moral/krisis akhlak, Campur
tangan pihak ketiga.’’

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No.
23 tahun 2004, adalah; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara
fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

%" BP4 Jawa Timur, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, h. 29
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kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide,
pasal 1 ayat 1).

Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang di
dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya,
maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai
kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah
tangga, adalah: a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak
tiri; b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami,
isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti: mertua, menantu,
ipar, dan besan; dan c). Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan
menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan
suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk: 1) Kekerasan fisik, yang
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; 2) Kekerasan psikis,
yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dil. 3).Kekerasan seksual,
yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami
maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu; dan
4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya,

yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga
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berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam
atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang
dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain: a).Perlindungan dari pihak
keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau
pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b).Pelayanan keschatan sesuai dengan kebutuhan medis; c). Penanganan
secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d).Pendampingan oleh
pekerja sosial dan bantuan hukum; dan e¢). Pelayanan bimbingan rohani.
Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi
pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping
dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang
PKDRT).

Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu: a).
Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT; b). Menyelenggarakan
komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT; c). Menyelenggarakan
sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan d). Menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan sensitif gender, dan isu KDRT serta menetapkan

standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
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UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam
PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau
mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib
melakukan upaya: a) mencegah KDRT; b) Memberikan perlindungan kepada
korban; c).Memberikan pertolongan darurat; dan d). Mengajukan proses
pengajuan permohonan penetapan perlindungan; (vide pasal 15 UU PKDRT).

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta
kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang
berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang
melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. ( vide, pasal 26
ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau
Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (vide, pasal 26
ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat
dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide,
pasal 27). Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23
tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d
pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana
minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun
penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d

500 juta rupiah. (vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT).
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Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 tahun 2004
tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi
juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap
suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap
tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

2. Perceraian

Perceraian merupakan pintu darurat, sesuatu yang amat tidak disenangi
oleh seorang istri ataupun suami, yang tidak perlu digunakan kecuali dalam
keadaan terpaksa untuk mengatasi krisis. Perceraian akan merugikan, bukan
saja pada kedua belah pihak tetapi juga mengorbankan anak-anak dan
masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu UU Perkawinan (UU 1/47 pasal
39) menentukan, bahwa perceraian itu harus ada alasan tertentu, serta harus
dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan tidak berhasil
mendamaikannya. Sabda Rasulullah Saw:

(Borla ol 9 2905 il ol ) SO

Artinya: “Sesuatu perbuatan halal yang dimurkai Allsh SWT, adalah
talag/cerai.”(HR. Abu Dawud)*®

Alasan untuk melakukan perceraian yang dibenarkan Undang-Undang
Perkawinan (UU 1/47 pasal 39), dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Pasal 19 adalah sebagai berikut:

3% Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, hlm. 120
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. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, pemadat dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.
. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena
hal lain di luar kemampuannya.
. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat,
yang membahayakan pihak lain.
. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian adalah:
. Perkawinan usia muda dan belum siap mental.
. Ekonomi keluarga yang belum stabil.
. Cemburu yang berlebihan.’
. Karena pengaruh politik, faham atau keyakinan yang berbeda.

. Karena pengaruh pihak ketiga dari lingkungan keluarga maupun dari luar.



f

8.

Karena kesibukan masing-masing dan kurang dapat mengatur waktunya
untuk keluarga.
Perselingkuhan.

Terdapat banyak upaya untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah

tangga agar tidak terjadi perceraian:

a.

b.

Meningkatkan pengamalan ajaran agama Islam.

Menghilangkan kehendak/niatan bercerai dari hati masing-masing.
Memohon petunjuk dari Allah SWT.

Menyelesaikan perselisihan dengan hati yang tenang, ikhlas dan jujur.

Minta nasihat kepada orang tua/mertua/keluarga, atau ke BP-4 terdekat.>®

E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah

Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia

mengandung dua segi kepentingan yang bersifat umum (universal).*

Kepentingan untuk diri pribadi yaitu keinginan manusia untuk

memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah nanti yang

diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Sedang

kepentingan yang bersifat umum (universal) yang berhubungan dengan

keturunan atau anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung

* Ibid,
“ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, h. 70
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keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan
memakmurkan dunia ini.
. Untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan.

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda,
yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara
kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya
tarik itu adalah kebirahian atau seksual.

Sifat kebirahian yang biasanya didapati pada diri manusia baik laki-laki
maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan dengan perkawinan
pemenuhan tuntutan tabiah kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah.

. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke
dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual.
Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksual,
biasanya manusia akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu
itu adalah sedemikian besarnya sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa
untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah

rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di
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atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak membentuk rumah
tangga yang bahagia. Di rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak,
kemudian bertambah luas menjadi keluarga demikian seterusnya sehingga
tersusun masyarakat besar.

5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan
memperbesar rasa tanggung jawab para pemuda dan pemudi tidak memikirkan
soal penghidupan.

Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi
setelah berumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan
bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah
tangga, sebaliknya, isteri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur
kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya
aktivitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh mencari rezeki
sedang isteri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan
rumah tangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka sudah
mempunyai anak, beban mercka akan bertambah berat, maka aktivitas
merekapun akan bertambah.

Menurut al-Ghazali, ada empat perkara yang menjadikan perkawinan
mengandung makna suci, yaitu:*!

1. Perkawinan untuk memenuhi perintah Allah SWT

4! Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan, h. 25
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2. Perkawinan dengan tujuan mencari kecintaan Rasulullah SAW
3. Perkawinan dengan tujuan mencari berkah dari anak shalih atas do’anya pada
kedua orang tuanya
4. Perkawinan dengan tujuan mencari syafa’at dari anak yang meninggal dalam
kandungan atau meninggal ketika dilahirkan
Usia perkawinan adalah sangat penting bagi seseorang yang akan
melangsungkan tujuan perkawinan sebelum usia mereka mencapai batas usia
perkawinan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Batas
usia perkawinan di Indonesia tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:
Ayat (1):
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam
belas) tahun.
Ayat (2):
Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
Ketentuan batas usia ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam
pada Pasal 15 Ayat (1) dengan berdasarkan pada kemaslahatan keluarga dan
rumah tangga. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan

masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang rendah bagi wanita untuk

kawin, mengakibatkan lajunya angka kelahiran lebih tinggi. Karena itu, Undang-

*2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, h. 8
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Undang No. | Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batas usia untuk

kawin bagi pria dalam penjelasan Pasal 7 menyebutkan bahwa:
Ayat (1):

Untuk menjaga keschatan suwami isteri dan keturunan, perlu
ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Ayat (2):

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan
yang mengatur pemberian dispensi terhadap perkawinan yang
dimaksud pada Ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.
1933 No. 74) dinyatakan tidak berlaku.*?

Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 6:

P -’ ’ PN o -’ s s ° s

o gl fgd) Tyaddls 1)) (gt (231 0 ST VAL 13 S andh 1580,

Artinya: “Dan jika anak yatim itu sampai cukup umur untuk kawin,
kemudjan jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

memelihara harta), maka scrahkanlah kepada mercka bharta-
hartanya... ”(Q.S. An-Nisa’: 6).%

Islam tidak memberikan batasan konkrit, hanya saja dalam ayat tersebut

terdapat C&J\ Iyal; ditandai dengan 4% ) (kecerdasan atau kecerdikam). Di

samping hal tersebut, juga diperlukan kemampuan, sebagaimana firman Allah:

»fc &, 22,92 - ’ . ’n) P /o-’ oaz‘r
(VY s allab Gp 1 623 G ASS OTyond Y LA CahZTY
Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga

kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan
karunis-Nya”(Q.S. An-Nur: 33).%

 Ibid, h. 33

“ Depag R1, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115
5 Ibid, h. 549
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Jadi, ukuran kedewasaan dalam perkawinan ini berhubungan erat dengan
kematangan akal, jiwa dan jasmani serta rohani, baik bagi pria maupun wanita
yang akan melangsungkan perkawinan.

Secara historis, peristiwa perkawinan usia muda ini terjadi pada Rasulullah
SAW dikala beliau mengawini Siti Aisyah yang pada saat itu masih berusia 6

(enam) tahun, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

Clbl) Sl o 5 (00 G0 oy e it o 1 O L B o, a2l e
$ 0o o -

‘5-1/0 " o o-.. o]~
(‘SJW‘AJJ)M“B'?QS‘O*?"wU‘i@J%b

Artinya: “Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW mengawininya saat dia berumur 6
tahun dan menjamahnya saat berumur 9 tahun, Nabi bersama dengannya
selama 9 tahun” (HR. Bukhari).*¢

Perkawinan pada usia 9 tahun yang terjadi pada Siti Aisyah ini tidak dapat
dijadikan pedoman pada zaman sekarang, karena perbedaan faktor lingkungan
sangat berpengaruh pada setiap perkembangan usia kedewasaan seseorang,

Sebab kondisi kejiwaan (psikologis) Siti Aisyah tidak dapat disamakan dengan

kondisi anak wanita sekarang.

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 telah menyatakan batas usia melakukan perkawinan adalah pihak pria 19

tahun dan pihak wanita 16 tahun. Dan jika terjadi penyimpangan terhadap

ketentuan ini maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat

lain yang ditunjuk oleh kedua orag tua pihak pria maupun pihak wanita.

“ Al-Bukhari, Sahih Bukhari V, h. 134



BAB III

MEKANISME KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA SIDOARJO
(Kec. Waru, Gedangan, Buduran, dan Sidoarjo).

A. Deskripsi Tentang Wilayah KUA Sidoarjo (Kec. Waru, Gedangan,
Buduran, dan Sidoarjo).
1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru

Kecamatan Waru merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sidoarjo
yang terletak di sebelah utara perbatasan dengan Surabaya. Secara

terminologi, Kecamatan Waru terbagi menjadi 17 desa, yaitu :

a. Waru j. Tambak Oso
b. Pepelegi k. Wadung Asri
c. Kurek Sari l. Berbek

d. Ngingas m. Wedoro

e. Tropodo n. Janti

f. Kepuh Kiriman o. Kedung Rejo
g. Tambak Sawah p. Bungurasih
h. Tambak Rejo q. Medaeng

i. Tambak Sumur

50
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2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan
a. Keadaan Wilayah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan berdiri pada
tahun 1948 yang pada awalnya bertempat di area masjid raya Gedangan,
kemudian pada perkembangannya yaitu pada tahun 1978 pindah ke desa
punggul Kecamatan gedangan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Gedangan memiliki luas wilayah L: 23,10 km. (2309,527 Ha) yang
terbagi menjadi 15 desa, yaitu: Desa Gedangan, Desa Keboansikep, Desa
Keboananom, Desa Ganting, Desa Karangbong, Desa Tebel, Desa Sruni,
Desa Punggul, Desa Kragan, Desa Gemurung, Desa Wedi, Desa Ketajen,
Desa Semambung, Desa Sawotratap, Desa Bangah. Kecamatan Gedangan
terletak dibagian utara pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, dan
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
1) Sebelah utara : wilayah Kec. Waru
2) Sebelah selatan : wilayah Kec. Buduran
3) Sebelah barat : wilayah Kec. Sukodono
4) Sebelah timur : wilayah Kec. Sedati'

Adapun batas-batas lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.
Gedangan:

1) Sebelah utara: Desa Ketajen dan Wedi

! Dokumen KUA Gedangan
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2) Sebelah selatan: Desa Kragan dan Tebel
3) Sebelah barat: Desa Seruni
4) Sebelah timur: Desa Gemurung
b. Keadaan Demografis
Di Kecamatan Gedangan berpenduduk 106.904 jiwa, terdiri dari
penduduk laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana tabel di bawah

ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2009
No. Desa Laki-laki Perempuan Jumlah
1. | Gedangan 5.041 5.057 10.098
2. | Keboansikep 5.533 5.346 10.879
3. | Keboananom 3.830 3.826 7.656
4. | Ganting 1.773 1.729 3.502
5. | Karangbong 3.205 3.188 6.393
6. | Tebel 6.270 6.141 12411
7. | Seruni 3.458 3.189 6.647
8. | Punggul 3.295 3.080 6.339
9. | Kragan 1.088 1.043 2.131
10. | Gemurung 1.852 1.906 3.758
11. | Wedi 2.401 2.325 4.726
12. | Ketajen 3.681 3.301 6.982
13. | Semambung 2.960 3.023 5.983
14. | Sawotratap 6..636 6.570 13.206
15. | Bangah 3.072 3.121 6.193
Jumlah 54.059 52.845 106.904

Sumber Data: Dokumen KUA Gedangan
Berdasarkan tabel di atas, penduduk laki-laki dan perempuan

di Kecamatan Gedangan mempunyai jumlah yang seimbang.



53

c. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya

Keadaan sosio-ckonomi, masyarakat Kecamatan Gedangan
terbagi menjadi dua golongan, yaitu sebagian besar golongan menengah
keatas, kelompok kedua merupakan kondisi minoritas masyarakat
Kecamatan Gedangan yang berada pada kelas sosial ekonomi menengah
kebawah. Mayoritas penduduknya berpenghasilan atau bermata
pencaharian sebagai swasta dan pedagang, namun ada juga yang
mempunyai penghasilan dari sektor lain, seperti Anggota TNI, Pegawai
Negeri, Pensiunan, Buruh Tani, Jasa dan lain-lain. Sebagaimana dapat

dilihat pada daftar tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2009
No. Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan Jumlah
1. | Belum Bekerja 7.349 8.113 15.462
2. | Petani 990 562 1.552
3. | Nelayan 1 - 1
4. | Pedagang 1.352 1.041 2.393
5. | Pegawai Negeri 1.003 732 1.735
6. | Anggota Tni-AD 478 18 496
7. | Anggota Tni-AL 757 55 812
8. | Anggota Tni-AU 93 4 97
9. | Kepolisian 544 19 563
10. | Purnawirawan 936 240 1.176
11. | Pensiunan 808 409 1.217
12. | Pegawai Swasta 14.284 9.654 23.938
13. | Wiraswasta 1.092 673 1.765
14. | Buruh 2.040 2.023 4.063
15. | Pembantu 46 486 532
16. | Pelajar 10.961 12.898 23.859
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17. | Mahasiswa 2.247 1.840 4.087
18. | Ibu Rumah Tangga - 22.215 22.215
19. | Dokter 38 35 73
20. | Guru/Dosen 409 375 784
21. | Tenaga Medis Lain 21 57 78
22. | Pejabat Tinggi Negara 6 - 6
23. | Lain-lain - -

Jumlah 45.455 61.449 106.904

Sumber Data: Dokumen KUA Gedangan

d. Keadaan Sosial Pendidikan

Dari segi pendidikan, masyarakat di wilayah Kecamatan Gedangan

terlihat tidak terbelakang. Dari 106.904 orang sebagian dari mereka telah

mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, meski secara umum dilihat

rata-rata penduduknya lulusan SLTP dan SLTA, dan sebagian yang lain

lulusan SD. Realita ini dapat dilihat pada daftar tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2009
Jumlah SD Akade Pasca

No Desa penduduk | kebawah SLTP | SLTA mi S1 sarjana
1. | Gedangan 10.098 1.407 418 7.518 348 407 -

2. | Keboansikep 10.879 1.483 1.076 | 3.525 | 2.747 | 2.045 3

3. | Keboananom 7.656 4.834 1.536 1.084 61 137 4

4. | Ganting 3.502 560 1.581 1.109 107 120 25
5. | Karangbong 6.393 1.332 2.934 1.566 149 320 92
6. | Tebel 12.411 812 2.493 6.986 706 | 1.206 208
7. | Seruni 6.647 1.723 2077 | 2.353 304 144 46
8. | Punggul 6.339 3.548 1.680 570 340 186 15
9. | Kragan 2.131 820 762 497 22 28 2
10. | Gemurung 3.758 1.184 1.015 1.086 21 447 5
11. | Wedi 4.726 1.223 1.690 973 558 208 74
12. | Ketajen 6.982 3.254 1.158 1.898 244 361 67
13. | Semambung 5.983 1.403 1.638 | 2.719 64 118 41
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14. | Sawotratap 13.206 3.501 3.250 | 2.0001. | 2.500 | 1.800 155
15. | Bangah 6.193 2.718 1.395 808 120 152 -
Jumlah 106.904 29.802 | 24.703 | 35.692 | 8.291 | 7.679 737
Sumber Data: Dokumen KUA Gedangan
e. Keadaan Sosial Keagamaan
Masyarakat di wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
beragama Islam, meskipun ada sebagian masyarakat yang memeluk
agama lain, seperti Kristen, Katolik, dan Hindu. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4
Jumlah penduduk Menurut Pemeluk Agama
Tahun 2009
No. Desa Jumlah | Islam | Protes | Katolik | Hind | Budha | Lain-
Pendud tan u lain
uk
1. | Gedangan 10.098 | 8911 484 353 25 325 -
2. | Keboansikep 10.879 | 10.610 81 118 41 24 5
3. | Keboananom 7.656 7.569 - 71 10 - -
4. | Ganting 3.502 | 3.487 3 5 - 1 6
5. | Karangbong 6.393 6.340 25 28 - - -
6. | Tebel 12411 | 11.177 | 869 283 49 33 -
7. | Seruni 6.647 6.519 38 41 32 17 -
8. | Punggul 6.339 | 6.309 10 20 - - -
9. | Kragan 2.131 2.100 26 - 5 - -
10. | Gemurung 3.758 3.536 158 53 8 3 -
11. | Wedi 4726 | 4.264 338 76 36 12 -
12. | Ketajen 6.982 6.480 74 414 14 - -
13. | Semambung 5.983 5.680 169 109 25 - -
14. | Sawotratap 13.206 | 12.601 | 235 215 32 26 97
15. | Bangah 6.193 5.949 151 81 2 10 -
Jumlah 106.90 | 101.53 | 2.661 | 1.873 | 279 | 451 108
4 2

Sumber Data: Dokumen KUA Gedangan
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Berdasarkan tabel di atas, prosentase pemeluk agama Islam lebih

besar dari pemeluk agama lain (Kristen, Katolik, Hindu, Budha),

schingga tempat peribadatan menjadi salah satu kebutuhan yang

mendasar dalam menjalankan kehidupan beragama dan kerukunan umat

beragama.

Untuk mengetahui jumlah tempat peribadatan di wilayah

Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada data dalam

tabel dibawah ini.
Tabel 5
Data Tempat Peribadatan di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2009
No. Desa Masjid | Musholla | Langgar | Gereja | Pura | Wihara
1. | Gedangan 4 5 17 - - -
2. | Keboansikep 5 13 - 1 - -
3. | Keboananom 2 23 1 - - -
4. | Ganting 1 1 13 - - -
5. | Karangbong 4 19 - - - -
6. | Tebel 6 2 26 1 - -
7. | Seruni 4 - 7 1 - -
8. | Punggul 5 16 - - - -
9. | Kragan 1 - 9 - - -
10. | Gemurung 3 - 13 - - -
11. | Wedi 4 25 - - - -
12. | Ketajen 2 11 - - - -
13. | Semambung 5 7 - 1 -
14. | Sawotratap 8 12 2 2 - -
15. | Bangah 2 9 - - - -
16. -
Jumlah 56 143 88 6 1 -

Sumber Data: Dokumen KUA Gedangan
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3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran

a. Keadaan Wilayah Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buduran merupakan

bagian dari wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Buduran memiliki

wilayah dengan luas 40,10 Km. Yang terbagi menjadi 15 desa,

diantaranya:

1) Desa Buduran

2) Desa Ental Sewu

3) Desa Sidokepung

4) Desa Sukorejo

5) Desa Sidokerto

6) Desa Banjarkemantren
7) Desa Pagerwojo

8) Desa Siwalan Panji

9) Desa Sidomulyo

10) Desa Wadungasih
11) Desa Prasung

12) Desa Banjarsari

13) Desa Dukuh Tengah
14) Desa Damarsi

15) Desa Sawohan

Kecamatan Buduran terletak dibagian utara pusat pemerintahan

Kabupaten Sidoarjo dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara
2) Sebelah Selatan
3) Sebelah barat

4) Sebelah Timur

: Wilayah Kecamatan Gedangan
: Wilayah Kecamatan Sidoarjo
: Wilayah Kecamatan Sukodono

: Wilayah Pantai Timur Selat Madura
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Jarak antara Kecamatan Buduran dan pusat pemerintahan
Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo
sekitar 3 Km. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buduran terletak
di jalan Desa Banjarkemantren.

Sedangkan kondisi lingkungan (fisik) wilayah Kecamatan
Buduran meliputi beberapa kawasan, antara lain terdiri: Daerah
perkampungan, lokasi perumahan, persawahan, lokasi pertambakan, dan
sebagian adalah lokasi industri.

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo
a. Keadaan Wilayah Geografis

Kecamatan Sidoarjo merupakan salah satu dari 18 Kecamatan di

Kabupaten Sidoarjo, posisi wilayah Kecamatan Sidoarjo ini berada di

pusat Kota Sidoarjo. Dan memiliki batas-natas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Kecamatan Buduran

2) Sebelah Selatan : Kecamatan Candi

3) Sebelah Barat : Kecamatan Wonoayu

4) Sebelah Timur : Kecamatan Selat Madura

Kecamatan Sidoarjo yang mempunyai kode nomor urut 1 (satu)
untuk kode Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana wilayah
yang berada tidak jauh dari garis katulistiwa yang beriklim tropis,

Kecamatan Sidorjo mengalami 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan
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musim penghujan. Suhu udara relatif ssedang dengan suhu rata-rata 37c.

Baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.

. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari kantor Kecamatan Sidoarjo tahun 2006
bahwa penduduk Kecamatan Sidoarjo seluruhnya berjumlah 150.053 jiwa
meliputi penduduk laki-laki 73.315 jiwa (48%) dan perempuan 76.238
jiwa (52%), yang tersebar di 24 (dua puluh empat) desa/kelurahan.

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Masing-masing Desa/Kelurahan
Kecamatan Sidoarjo Tahun 2007
No. | Desa/Kelurahan Laki-laki | Perempuan
1. Magersari 9.250 9.361
2. Pucang 3.136 3.152
3. Kemiri 2.523 2.372
4. Blurukidul 3.763 4.637
5. Sidoklumpuk 3.319 3.213
6. Sidokumpul 2910 3.250
7. Lemahputro 5.792 5.956
8. Pekauman 1.371 1.492
9. Pucanganom 2.351 2.543
10. | Bulusidokare 3.368 3.243
11. | Rangkahkidul 1.432 1.556
12. | Gebang 2.112 2.227
13. | Sekardangan 2.865 2.646
14. | Celep 2514 2.875
15. | Sidokare 6.594 6.904
16. | Banjarbendo 2.450 2.566
17. | Jati 3.774 4.097
18. | Cemengkalang 1.112 1.223
19. | Cemengbakalan 1.546 1.578
20. | Sumput 1.773 1.673
21. | Sarirogo 1.620 1.529




22. | Suko 3.720 3.645
23. | Lebo 2.170 2.210
24. | Urangagung 2.350 2.290

Jumlah 73.815 76238

Sumber Data: Dokumen KUA Sidoarjo

. Keadaan Sosial Keagamaan dan Politik
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Masyarakat Kecamatan Sidoarjo adalah masyarakat yang religius.

Hal itu ditampakkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan

kewajiban-kewajiban agama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual

maupun kegiatan sosial kebudayaan yang bercirikan islam.

Apabila di tinjau dari penganut agama, terdapat sejumlah 142.550

atau 95% masyarakat Sidoarjo memeluk agama islam, sedangkan sisanya

sebesar 7.503 atau 1,5% memeluk agama kristen protestan. 9.577 atau

2% memeluk agama kristen katolik, 2.534 atau 0,5% memeluk agama

hindu dan 1.408 atau 1% memeluk agama budha. Jumlah penganut agama

islam yang demikian besar tersebut, dilengkapi beberapa sarana tempat

ibadah dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Masjid dan Musholla serta Langgar
Kecamatan Sidoarjo Tahun 2007

No. | Desa/Kelurahan Masjid Musholla/Langgar

1. | Magersari 3 16
2. | Pucang 3 10
3. | Kemiri 1 14
4. | Blurukidul 3 20
5. | Sidoklumpuk 3 5

6. | Sidokumpul 1 12
7. | Lemahputro 3 17
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8. | Pekauman 1 18
9. | Pucanganom 1 14
10. | Bulusidokare 2 10
11. | Rangkahkidul 1 13
12. | Gebang 4 2
13. | Sekardangan 2 7
14. | Celep 2 7
15. | Sidokare 6 9
16. | Banjarbendo 2 8
17. | Jati 4 6
18. [ Cemengkalang 1 5
19. | Cemengbakalan 3 6
20. | Sumput 2 8
21. | Sarirogo 2 7
22. | Suko 3 17
23. | Lebo 2 18
24. | Urangagung 2 14
Jumlah 55 245

Sumber Data: Dokumen KUA Sidoarjo

B. Mekanisme Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo (Kec. Waru,
Gedangan, Buduran, dan Sidoarjo)

1. Perumusan Program Kerja
a. Internal
Program-program yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Sidoarjo adalah sebagai berikut:
1) Bidang Penghuluan
Pelaksaan program tersebut, antara lain:
a) Menghadiri/ mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang

berlangsung di balai nikah maupun diluar balai nikah.



2)

62

b) Membuat pengumuman kehendak nikah, bagi pelaksanaan nikah
yang berlangsung diawasi oleh PPN.

c) Mencatat peristiwa nikah ke dalam buku akta nikah dan
memberikan kutipan kepada yang bersangkutan.

d) Mengirim buku akta nikah lembar kedua kepada Pengadilan
Agama (PA) Kabupaten.

¢) Melakukan bimbingan kepada pembantu PPN dalam hal
pelaksanaan tertib administrasi.

f) Menerima dan menyetorkan biaya nikah dan rujuk (NR) ke kas
negara dan mengelola dana bantuan melalui Kantor Pos.

g) Mengupayakan  peningkatan  pelaksanaan  undang-undang
perkawinan dan peraturan pelaksanaannya melalui khutbah nikah
dan penyuluhan kepada para calon mempelai.

Bidang penasehatan perkawinan dan penyelesaian perceraian

Mengingat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga sebagai
ketua dari BP4, maka tugas-tugas dari lembaga inipun secara
otomatis ditangani oleh para kepala dan dilaksanakan di kantor

(KUA). Adapun pelaksanaan tugas yang dapat dilakukan antara lain:

a) Melaksanakan penaschatan perkantoran kepada calon mempelai

b) Melakukan penasehatan-penaschatan kepada suami-istri yang

mengalami krisis keluarga (rumah tangga)
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b. Eksternal

Kegiatan-kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) mengambil dua
bentuk yaitu: pertama keterlibatan secara aktif, dimana program yang
bersifat lintas sektoral itu berasal dari dalam. Pada bentuk pertama ini
Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi pengendali aktif dan dalam
pelaksanaannya melibatkan instansi dan dinas lain luar KUA. Contoh
Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan, Kegiatan MUI, PB4, Pelepasan
Jama’ah Haji dan lain sebagainya.

Kedua keterlibatan yang bersifat pasif, dimana programnya berasal
dari luar KUA. Pada bentuk kedua ini KUA menjadi unsur yang
dilibatkan oleh Instansi dan dinas lain. contohnya kegiatan Penyuluhan
Keschatan, Narkoba, Pajak, PBB, Program PKK dan menghadiri
berbagai rapat yang diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan dan Kantor
Instansi/Dinas yang lain.

Dalam bidang lain, Kantor Urusan Agama (KUA) juga
melaksanakan fungsi pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.
Sehingga dapat terjadi kemajuan dalam pengelolaan pencatatan nikah,
terbentuknya unit pengumpul zakat, bertambahnya jumlah tanah wakaf,
serta terwujudnya keluarga sakinah. Meskipun jumlah peristiwa talak
dan cerai masih sedikit meningkat, namun hubungan yang harmonis

dengan semua unsur masyarakat dan institusi pemerintah semakin



bertambah, sehingga nantinya akan dapat dicapai tingkat keberhasilan

sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya:

1) Terbentuknya pembagian tugas yang jelas dan dibagi menurut
kemampuan dan jumlah pegawai.

2) Terbentuknya kerjasama dan pembinaan yang rutin terhadap semua
pegawai dan pembantu penghulu se-Kecamatan.

3) Terciptanya kerjasama yang harmonis dengan semua unsur
masyarakat dan instansi terkait.

4) Terciptanya aplikasi sistem kerja sama (team work) dengan baik dan
saling membantu sesamanya.

Adapun hambatan yang masih terasa di KUA Sidoarjo dewasa ini
adalah masih adanya masyarakat yang berpikiran rendah serta sulit untuk
diajak berpikir maju, sehingga perlu peningkatan penyuluhan kepada
masyarakat secara instensif. Hal ini di sebabkan karena heterogenitas
pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang kurang dan di tinjau
dari segi kuantitas, mayoritas masyarakat masih berada pada tingkat
pendidikan SLTA.

2. Prosedur Pelayanan Perkawinan
Salah satu bidang pokok tugas KUA yang mempunyai intensitas

kegiatan yang paling menonjol adalah bidang pencatatan nikah dan yang
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diberi tugas mengawasi dan atau menvatat nikah adalah Pegawai Pencatat

Nikah (PPN).

Prosedur (cara kerja) PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam melayani
orang yang hendak nikah adalah sebagai berikut:?

a. PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau pembantu PPN yang telah
menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksakan calon suami,
calon istri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan sesuai dengan
model NB.

b. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditanda tangani oleh PPN (Pegawai
Pencatat Nikah) atau pembantu PPN dan mereka yang berkepentingan
dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB.

c. Setelah diadakan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat-syarat yang
telah ditentukan maka akad nikah dapat dilaksanakan setelah 10 hari
pengumuman kehendak nikah.

d. PPN (Pegawai Pencatat Nikah) mencatat akad nikah yang dilaksanakan
di wilayahnya dalam akta nikah menurut model N.

e. Sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, akta nikah ditanda tangani oleh
PPN, suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi dalam model N. Jika
pelaksanaan akad nikah di Balai Nikah, dan dalam model NB jika

pelaksanaanakad nikah di luar Balai Nikah.

2 BP4 Jawa Timur, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, h. 15
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f. PPN membuat akta nikah rangkap dua, helai pertama disimpan oleh PPN
dan helai kedua disampaikan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat
pelaksanaan akad nikah.

g. Buku nikah menurut model NA segera diberikan kepada suami dan istri.

Adapun surat-surat yang di perlukan dalam persiapan administrasi
pernikahan antara lain:*

a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah (Model N.1).

b. Kutipan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul dari
kepala desa/lurah (Model N.2).

c. Surat persetujuan kedua calon mempelai (Model N.3).

d. Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/lurah (Model N.4).

e. Surat izin orang tua (N.5)/ pengadilan agama bagi calon mempelai yang
berumur kurang dari 21 tahun.

f. Surat keterangan kematian suami/istri (N.6) bagi duda/janda mati.

g. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang
perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989. (sebelum 1
april 1990).

h. Izin pengadilan agama bagi yang akan berpoligami.

i. Izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI.

* Ibid., h. 17
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j. Dispensasi pengadilan agama bagi calon suami yang umurnya kurang dari
19 tahun dan calon istri kurang dari 16 tahun.

k. Dispensasi camat bagi perkawinan yang dilakukan dalam waktu kurang
10 hari kerja terhitung sejak pengumuman nikah.

1. Surat keterangan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal salah satu
atau kedua calon mempelai berkewaganegaraan asing.

m. Kartu bukti imunisasi TT1 dan TT2 bagi calon istri.

3. Kendala-kendala dalam melaksanakan Surat Edaran Suscatin

Terkait dengan Surat Edaran DIRJEN BIMAS
DI.II/PW.01/1997/2009 yang telah diterbitkan Kementrian Agama RI, KUA
wilayah sidoarjo sudah menerima surat edaran tersebut. Akan tetapi dalam
tehnis pelaksanaanya belum terealisasi dengan maksimal di karenakan
adanya beberapa kendala tertentu di tiap-tiap KUA.

Adapun  kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan  dalam
merealisasikan surat edaran dapat dilihat dari hasil wawancara penulis
dengan beberapa kepala KUA Wilayah Sidoarjo. Misalnya bapak Arifin
selaku Kepala KUA Kec. Waru ketika ditanya tentang hal tersebut beliau
mengatakan

“Dengan adanya surat edaran tersebut, saya sangat menyambut dengan
positif karena setelah saya membaca surat edaran itu, saya mengetahui
bahwa tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat perceraian dan
kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu kalau kita melihat

selama ini memang fenomena tentang perceraian dan KDRT semakin
meningkat sehingga di harapkan dengan adanya surat edaran tersebut
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tingkat perceraian dan KDRT dapat diminimalisir. Namun untuk
merealisasikannya pihak KUA sini masih mengalami kesulitan di
karenakan sulitnya mendatangkan kedua calon pengantin secara
bersamaan dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri’’.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Moch. Thoha S.Hi yang saat
ini menjabat sebagai kepala KUA Kec. Buduran, bahwa Meskipun waktu
pelaksanaan kursus calon pengantin atau rafa’ masih jauh-jauh hari, antara
20 hari-1 bulan pra nikah masih banyak yang tidak bisa menghadirinya
sesuai waktu yang di tetapkannya. Terkadang juga, datangnya kedua
mempelai untuk mengikuti kursus calon pengantin tidak bersamaan. Di
karenakan kesibukan masing-masing mempelai, calon suami sibuk kerja/dari
luar kota atau propinsi/menjadi tenaga kerja asing, sehingga menjadikan
suatu kendala dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin atau rafa’.
Akan tetapi pelaksanaan kursus calon pengantin/Rafa’ tetap dijalankan
bahkan menjadi suatu kewajiban calon pengantin, meskipun pelaksanaannya
tidak tepat waktunya yaitu 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah.
Bahkan pelaksanaan kursus calon pengantin/rafa’ pernah dilakukan 1 jam
sebelum akad nikah, bapak thoha menambahkan suscatin atau rafa’ itu
wajib dilakukan oleh calon pengantin meskipun pelaksanaannya 1 jam
sebelum ijab qabul”.

Adapun kendala lainnya yang masih dihadapi oleh KUA di

Sidoarjo adalah heterogenitas pemahaman masyarakat dalam beragama,

sehingga kadang kala sulit untuk diajak maju selangkah, banyak yang lebih
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mendahulukan kepentingan pribadinya daripada persiapan untuk
pernikahan, dan rendahnya anggaran dana serta kurangnya fasilitas

penunjang pendidikan bagi pegawainya.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI SE.
DIRJEN BIMAS ISLAM DJ. II/PW.01/1997/2009 TENTANG
SUSCATIN DI KUA SIDOARJO

A. Implementasi SE Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang Suscatin
di KUA Sidoarjo

Seperti yang pernah disinggung pada bab sebelumnya bahwa SE DIRJEN
BIMAS ISLAM DJ. II/PW.01/1997/2009 merupakan surat edaran yang
diterbitkan oleh Kantor Kementrian Agama, dalam hal ini Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam yang menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementrian
Agama RI, kemudian dilanjutkan kepada kepala bidang (Kabid) Urusan Agama
Islam Kanwil Jatim, yang telah diedarkan kepada Kepala Bidang (Kabid) Urusan
Agama Islam wilayah Kabupaten yang kemudian dilanjutkan ke KUA Wilayah
Kecamatan.

SE. DIRJEN BIMAS DI.II/PW.01/1997/2009 merupakan kebijakan yang
terkait dengan persyaratan dalam perkawinan yakni tentang keharusan untuk
mengikuti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bagi pasangan yang akan
melangsungkan pernikahan.

Tujuan diterbitkannya surat edaran tersebut adalah dalam rangka
meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam

rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan

70
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pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta
untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Sidoarjo kursus calon pengantin
sudah dijalankan. Di Kantor Urusan Agama, kursus calon pengantin biasanya di
sebut dengan istilah Rafa’, dimana dalam Rafa’ tersebut, calon pengantin datang
ke KUA setempat untuk mendaftarkan diri kemudian pihak KUA mendata calon
pengantin tersebut dan menyuruhnya datang kembali untuk pemeriksaan data,
yang selanjutnya diberi pembinaan/penyuluhan pra nikah tentang keluarga
sakinah, dan penasehatan pernikahan.

Dalam Rafa’, calon pengantin juga diminta untuk lebih saling mengenal
calonnya masing-masing sehingga dapat menerima kekurangan dan kelebihan
masing-masing. Calon mempelai suami juga di ajarkan bagaimana mengucap
ijab qabul dengan baik dan benar.

Terkait dengan Surat Edaran DIRJEN BIMAS DI.II/PW.01/1997/2009
yang telah diterbitkan Kementrian Agama RI, KUA wilayah sidoarjo sudah
menerima surat edaran tersebut. Akan tetapi dalam tehnis pelaksanaanya belum
terealisasi dengan maksimal di karenakan adanya beberapa kendala tertentu di
tiap-tiap KUA.

KUA wilayah Sidoarjo menyambut dengan baik kebijakan surat edaran
tersebut, dan menganggap bahwa dengan adanya kebijakan yang telah

dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian
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Agama RI ini, memiliki tujuan yang baik dan benar yakni demi meminimalisir
tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat
di masyarakat kita sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera
merealisasikannya.

Akan tetapi masih terdapat kesulitan dalam merealisasikannya. Misalnya
bapak Arifin selaku Kepala KUA Kec. Waru ketika ditanya tentang hal tersebut
beliau mengatakan

“Dengan adanya surat edaran tersebut, saya sangat menyambut

dengan positif karena setelah saya membaca surat edaran itu, saya

mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat
perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu kalau

kita melihat selama ini memang fenomena tentang perceraian dan

KDRT semakin meningkat sehingga di harapkan dengan adanya

surat edaran tersebut tingkat perceraian dan KDRT dapat

diminimalisir. Namun untuk merealisasikannya pihak KUA sini

masih mengalami kesulitan di karenakan sulitnya mendatangkan
kedua calon pengantin secara bersamaan dengan alasan sibuk
dengan pekerjaannya sendiri-sendiri’’.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Moch. Thoha S.Hi yang saat ini
menjabat sebagai kepala KUA Kec. Buduran, bahwa Meskipun waktu
pelaksanaan kursus calon pengantin atau rafa’ masih jauh-jauh hari, antara 20
hari-1 bulan pra nikah masih banyak yang tidak bisa menghadirinya sesuai
waktu yang di tetapkannya. Terkadang juga, datangnya kedua mempelai untuk
mengikuti kursus calon pengantin tidak bersamaan. Di karenakan kesibukan

masing-masing mempelai, calon suami sibuk kerja/dari luar kota atau

propinsi/menjadi tenaga kerja asing, sehingga menjadikan suatu kendala dalam
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pelaksanaannya kursus calon pengantin atau rafa’. Akan tetapi pelaksanaan
kursus calon pengantin/Rafa’ tetap dijalankan bahkan menjadi suatu kewajiban
calon pengantin, meskipun pelaksanaannya tidak tepat waktunya yaitu 10 hari
kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Bahkan pelaksanaan kursus calon
pengantin/rafa’ pernah dilakukan 1 jam sebelum akad nikah, bapak thoha
menambahkan suscatin atau rafa’ itu wajib dilakukan oleh calon pengantin
meskipun pelaksanaannya 1 jam sebelum ijab qabul”.

Adapun kendala yang masih dihadapi oleh KUA di Sidoarjo adalah
heterogenitas pemahaman masyarakat dalam beragama, sehingga kadang kala
sulit untuk diajak maju selangkah, banyak yang lebih mendahulukan
kepentingan pribadinya daripada persiapan untuk pernikahan, dan rendahnya
anggaran dana serta kurangnya fasilitas penunjang pendidikan bagi pegawainya.

Kepala KUA Kec. Gedangan Bapak Choirin mengatakan: “Adanya kursus
calon pengantin atau rafa’ memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk
silatur rahmi, lebih mengenal antara (calon mempelai, penghulu, Kantor KUA
setempat), dan mempermudah pemeriksaan data secara langsung”, Kejadian
yang samapun terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sidoarjo tentang
kendala pada calon pengantin yang masih belum bisa tepat waktu dalam

pelaksanaanya kursus calon pengantin/rafa’.
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap SE. Dirjen Bimas Islam DJ.II/PW.01/1997/2009

Suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengandung sebab

akibat serta konsekwensi-konsekwensi tertentu menurut yang ditetapkan oleh

hukum. Untuk mengetahui sampai dimana sebuah akibat hukum dari terjadinya

suatu akad perkawinan, perlu diketahui status hukum akad perkawinan yang

dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat
yang wajib ada di dalamnya.

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan
maupun kelompok. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan
perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai
mahluk Tuhan yang terhormat. Yang diharapkan dalam mengarungi hidup
berumah tangga adalah dengan suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih
sayang antara suami istri. Oleh karena itu pada dasarnya Islam mengatur
masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat
manusia dalam hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di
tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan
perempuan di tentukan agar di dasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah
sebagai Al Kholiq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan
guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Tujuan dan fungsi perkawinan secara
garis besar dinyatakan oleh Allah SWT adalah untuk mendapatkan keluarga

yang sakinah, mawaddah warahmah (tentram dan penuh kasih sayang), serta
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ketenangan lahir dan batin di kalangan manusia. Sebagaimana dalam surat ar-
Rum: 21 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya setiap
orang melakukan perkawinan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh
keturunan, hidup bahagia dan kekal dalam keluarga yang mereka bentuk. Karena
pada hakekatnya, manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup dengan
sesamanya (zoon politicon). Kemudian akibat interaksi yang terjadi secara
intensif antara sesama manusia itu, maka muncullah peristiwa-peristiwa
kemasyarakatan atau peristiwa hukum dan perkawinan merupakan salah satu
peristiwa hukum yaitu suatu peristiwa yang berhubungan dengan pribadi.

Dalam Islam, perkawinan bukanlah semata-mata hubungan atau kontrak
keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, hukum dan sosial. Di
samping itu, perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karena itulah perkawinan
yang sarat nilai dan bertujuan mulia tentu harus diatur dengan syarat dan rukun
tertentu agar tujuan disyari’atkan perkawinan tercapai.

Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya
masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah di

upayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Untuk itu melalui KMA No.477
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Tahun 2004, Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan
dilangsungkan setiap calon pengantin (catin) harus diberikan wawasan terlebih
dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus Calon Pengantin atau
disingkat SUSCATIN.

Hubungan dua lawan jenis yang bukan mahram tetapi lebih dari itu adalah
penyatuan dua individu yang berbeda, bukan hanya jenis kelamin melainkan juga
beda kepribadiaan, cara berfikir, dan juga ideologi. Lebih luas lagi adalah sebuah
penyatuan antara dua keluarga besar yang berbeda.

Dua individu yang berbeda, ketika di satukan kemudian di antara keduanya
belum mengetahui yang sebenarnya tentang kepribadian, sikap dan cara
berfikimya maka kemungkinan untuk terjadi percekcokan dalam rumah
tanggapun sangat besar, yang mungkin berakibat pada perceraian. Walaupun
perceraian merupakan perbuatan yang di bolehkan tetapi hal ini sangat di benci
oleh Allah SWT.

Perceraian merupakan pintu darurat, sesuatu yang amat tidak disenangi
oleh seorang istri ataupun suami, yang tidak perlu digunakan kecuali dalam
keadaan terpaksa untuk mengatasi krisis. Perceraian akan merugikan, bukan saja
pada kedua belah pihak tetapi juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat

pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Implementasi SE Dirjen Bimas Islam DJ. II/PW.01/1997/2009 tentang
Suscatin di KUA Sidoarjo pada Kec. Waru, Gedangan, Buduran dan sidoarjo
disambut dengan baik oleh KUA Sidoarjo, dan menganggap bahwa dengan
adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam Kementrian Agama RI ini, memiliki tujuan yang baik dan
benar yakni demi meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam
rumah tangga yang semakin meningkat di masyarakat kita sehingga tidak ada
alasan untuk tidak merealisasikannya.

Islam merupakan agama Rahmatan lil ‘alamin, dan islam sendiri juga
membenci suatu perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga
dapat dipastikan bahwa munculnya SE. Dirjen Bimas Islam
DJ.II/PW.01/1997/2009 itu tidak menjadi persoalan dalam Islam karena
sejauh penulis ketahui kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, demi terciptanya kehidupan yang
sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena dengan mengetahui hak-hak dan
kewajiban suami istri dengan baik dan benar akan dapat lebih memahami

antar mempelai, sehingga perselisihan yang berujung pada perceraian dapat

dihindari.
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B. Saran

Diharapkan bagi kementrian agama RI agar lebih intens lagi dalam
mensosialisasikan kepada masyarakat muslim melalui Peraturan Dirjen Bimas
Islam, kemudian dilanjutkan kepada kepala bidang (Kabid) Urusan Agama Islam
Kanwil Jatim kemudian dilanjutkan ke wilayah kabupaten yang diedarkan ke
KUA Wilayah Kecamatan, khususnya yang terkait dengan persyaratan dalam
perkawinan yakni tentang Kursus Calon Pengantin, sechingga kendala-kendala
yang dihadapi dapat teratasi dan akhirnya kebijakan tersebut dapat dijalankan

dengan baik.
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